
 

SALI NAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAEFtAH ICABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PEFtATURAN DAERAH 
ICABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 188.34-9532 Tahun 2016 tentang Pembatalan 
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga 
perlu menetapkan perubahan atas Peraturan. Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan clan. Penyelenggaraan Pendidikan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia TalTun 2002 Nomor 109 Tarribahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia NonÍõP 430-1); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4586); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2-019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran. Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5772); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor-  4941), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Notnor-  5005) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 
Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional 
Sekola/Madrasah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 
tentang Badan Akreditasi Nasional Sekola/Madrasah; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 
Sekolah/Madrasah; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 
dan Kompetensi Guru; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Standar Proses- u-ntuk Satuan 
Pendidikan dasar dan menengah; 
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23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan 
Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan 
Program Paket C; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
137); 

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita 
Negara Republik Indomesia Tahun 2016 nomor 953); 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 21 Tahun 2016 Standar Isi Pendidikan 
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 954); 

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 
Dasar dan. Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 955); 

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 
897); 

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 
Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1687); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan. Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun. 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangari Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 10 Tahun 2019 tentangProduk Hukum Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin arat Tahun 2019 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 98); 

Denga-n- Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

dan 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

MEMUTUS1CAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 1CABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 47) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat yang selanjutnya d:isebut OPRO 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan 
bertanggung jawab terhadap urusan Pemerintahan di 
bidang pendidikan.. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang menangani dan bertanggung jawab 
terhadap urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

9. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

10. Komite Sekolah/ Madrasah adalah Lembaga mandiri 
yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, 
komonitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 
pendidikan. 

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian din, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
Bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

12. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, 
Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum 
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan nonformal. 

13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan 
kewenangan dalarn penyelenggaraan sistem pendidikan 
nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara 
pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan 
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, 
atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. 

15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan 
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada 
satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang 
dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 



-7- 

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedornan 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 

17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. 

18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan 
program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria 
atau standar yang telah ditetapkan. 

19. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi 
yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga 
pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik 
dan kependidikan., sarana dan prasarana, pembiayaan, 
dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta 
peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai 
pihak yang memerlukan. 

20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 
dihayati dan dikuasai oleh guru dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan. 

21. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan 
pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh 
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah. 

22. Standar Na-sional Pendidikan adalah- kriteria minimal 
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

23. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang 
diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui 
pendidikan- dalam- satuan pendidikan ter-ten-W. 

24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi din i melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang 
pendidikan tertentu. 

25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah. 

26. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. 

27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 
dan lingkungan. 

28. Pendidikan Anak Usia Dini atau yang disingkat (PAUD) 
adalah suatu upaya pernbinaan yang dituj•ukan kepada, 
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
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29. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 
dint pacla jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun 
sampai dengan 6 (enam) tahun. 

30. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 
dini pada jal-ur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi 
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 
tahun. 

31. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah, yang diselenggarakan pada satuan 
pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi 
satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 
pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama 
dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang 
sederajat. 

32. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar. 

33. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang pendidikan dasar. 

34. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat 
MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
dalam binaan Menteri Agama yang, menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan i SD, MI, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan i hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

35. Sekolah Menengah Pertama, yang. selanjutnya disingkat 
SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dan i SD, MI, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan i hasil belajar 
yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

36. Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang selanjutnya 
disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa 
dan, oleh dan untuk masyarakat. 

37. Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 
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38. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 
formal dan nonformal. 

39. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang 
diselengarakan oleh Pemerintah Daerah. 

40. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan 
Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi 
masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum. 

41. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 
terdiri dan i pendidikan dasar. 

42. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun yang 
harus, diikuti oleh warga masyarakat atas- tanggung jawab 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

43. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model 
penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi 
masyarakat. 

44. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 

45. Tenaga kependidikan- adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan din i dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, 
pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, 
pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber 
belajar, tenaga administrasi pendidikan. 

46. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non 
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam 
bidang pendidikan. 

47. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten 
Kotawaringin. Barat, penducluk- luar kabupaten Kotawaringin 
Barat, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal, 
dan Informal yang saling melengkapi dan memperkaya; 

(2) Pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan dengan system terbuka melalui tatay muka 
dan/atau melalui jarak jauh; 

(3) Jenjang Pendidikan Formal adalah Pendidikan Dasar; 

(4) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan Umum, Keagamaan 
Nonformal dan inklusif; 
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(5) Jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diwujudkan dalam bentuk 
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh F'emerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

3. Bagian. Keempat Pendidikan Menengah pada Bab IV Jalur, Jenis 
dan Jenjang Pendidikan dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

(1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan 
lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang 
memerlukan bekal untuk mengembangkan din, bekerja 
dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih 
tinggi. 

(2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan 
belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang. ingin 
belajar untuk mengembangkan din, bekerja, dan/atau 
melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

(3) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga 
masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang 
belum dapat inembaca, menul4.s berhitung dan/atau 
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. 

5. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 63 

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, 
mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, 
mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, 
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan 
nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang 
pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan 
nasional. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab: 

a. menyelenggarakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 
dan/atau 

b. memfasilitasi jalur, jenjang dan jenis pendidikan; 

6. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 71 

Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat 
pindah satuan atau program pendidikan sejenis. 

7. Ketentuan Pasal 72 dihapus. 
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8. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 76 

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, 
dilakukan Kepala Daerah dengan memperhatikan 
keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan.g-undangan. 

(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal 
yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara 
satuan pendidikan yang bersangku tan , dengan 
memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak 
boleh diskriminasi. 

9. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 77 

(1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan 
PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas 
usulan Kepala Dinasditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan 
PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 

10.- Ketentuan Pa-sal 78 diubah, - sehingga berbunyi sebagai berikut:-

Pasal 78 

(1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga 
kependidikan yang kedudukannya PNS pada Satuan PAUD, 
pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala 
Dinas setelah mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah. 

(2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dala.m rangka 
pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan 
pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan. 
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11. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 82 

(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Satuan PAUD, pendidikan dasar clan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah 
dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
73, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan 
jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin. 

(2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga 
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
meningkatkan atau- mengembangkan kemampuan dan 
profesionalisme. 

12. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 84 

(1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal 
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung 
jawab Kepala Dinas. 

(2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal 
yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab 
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 

13. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 86 

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang 
kedudukannya Non-PNS, pada Satuan PAUD, pendidikan dasar 
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah 
Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

14. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 87 

(1 Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, 
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya Non-PNS, 
berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup 
minimum dan jaminan kesejahteraa:n sosial dida:sarkan pada 
perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan 
pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan 
bersangkutan. 
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(2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah 
memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan 
tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, pendidikan dasar 
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan 
masyarakat. 

(3) Dunia usaha dan dunia Industri dapat membantu 
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan 
PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat. 

15. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 91 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi 
minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan : 

a. bertaqwa kepada Tuhan. Yang Maha Esa; 

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

c. berstatus sebagai guru; 

d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan menyeluruh dan dokter; 

e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan penga.dilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 
hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; 

f. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan; 

g. memiliki kemampuan manajemen pendidikan; dan/atau 

h. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau 
membimbing sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun 
sejak diangkat menjadi pendidik. 

(2) Guru yang berstatus PNS yang diangkat sebagai Kepala 
Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan 
lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penga:ngkatan Kepala. Sekolah pada. Satuan PAUD dan 
pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, 
dalam hal ini oleh Kepala Dinas setelah mendapat 
persetujuan dan i Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, pendidikan 
dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan 
masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan 
pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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16. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 92 

(1) Pemindahan Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, pendidikan 
dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan 
oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dan i Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, 
pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, 
dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan 
dan i Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada 
Satuan PAUD, pendidikan dasar yang diselenggarakan 
masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan 
pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

17. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 94A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 94A 

Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab Kepala 
Sekolah/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 
94 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan 
tanggungjawab Kepala SPNF. 

18. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 95 

1) Penugasan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 
periodisasi. 

2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. 

3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala 
Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 
(tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun. 

4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan 
administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun 
dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun. 

5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan hash l penilaian prestasi kerja setiap tahun 
dengan sebutan paling rendah "Balk". 
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6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai 
dengan sebutan paling rendah "Balk", Kepala Sekolah yang 
bersangkutan tidal( dapat dip-erp-arijarig ma.sa tugasriya 
sebagai Kepala Sekolah. 

7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan 
kembali sebagai Guru. 

8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala 
Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode 
keempat setelah melalui uji kompetensi. 

9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan 
kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan 
jumlah guru di wilayahnya. 

19. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 100 

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada Satuan 
PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangart. 

20. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 104 

(1) Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan 
dasar pertimbangan program pembinaan; 

(2) Dinas memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program 
pendidikan oleh badan akreditasi nasional/provinsi atau 
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau 
Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah. 

21. Pasal 105 dihapus 

22. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 108 

(1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber 
dan: 

a. APBD; 
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b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi; 

c. bantuan dan peserta didik atau orang tua/walinya 
yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 

d. bantuan dan i pemangku kepentingan satuan pendidikan 
di luar peserta didik atau orang tua/walinya; 

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

f. sumber lainnya yang sah. 

(2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber 
dan: 

a. bantuan dan penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang bersangkutan; 

b. bantuan dan Pemerintah/Pemerintah provinsi; 

c. bantuan dan i pemerintah daerah; 

d. bantuan dan i peserta didik atau orang tua/walinya 
yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 

e. bantuan dan i pemangku kepentingan satuan pendidikan 
di luar peserta didik atau orang tua/walinya; 

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

g. sumber lainnya yang sah. 

(3) Dana Pendidikan yang bersumber dan i bantuan peserta didik 
atau orang tua/walinya dilakukan berdasarkan musyawarah 
dan sukarela, pelaksanaannya a.gar memperhatikan kon.disi 
daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan 
setempat. 

23. Ketentuan Pa-sal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 112 

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, 
penambahan, penggabungan, dan penutu pan satuan 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar dan pendidikan nonformal. 

24. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 113 

(1) Setiap pembukaan Satuan PAUD, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan 
pendidikan. 

(2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Izin operasional penyelenggaraan 
Pendidikan. 
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(3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan 
pendidikan berlangsung sesuai ketentaan: peratura:n 
perundang undangan. 

(4) Izin penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara 
dan/atau dalam bentuk apapun. 

25. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 114 

Penambahan dan penggabungan Satuan PAUD, pendidikan dasar 
dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 

26. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 115 

(1) Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal 
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/ atau 
masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup. 

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar. 

27. Bagian Kelima Lembaga Pendidikan Asing pada Bab XV 
Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan 
Lembaga Pendidikan dihapus. 

28. Ketentuan Pasal 116 dihapus. 

29. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 117 

(1) Setiap Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan 
nonformal wajib melakukan penjarninan mutu. pendidikan. 

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar 
nasional pendidikan. 

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana 
dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target 
dan kerangka waktu yang jelas. 
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30. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paoli 119 

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi 
peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi 
profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam 
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu 
pelayanan pendidikan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil 
pendidikan. 

(3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengendalian penyelenggaraan pendidikan. 

(4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu 
pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud: pada ayat (I) 
mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan., dan 
evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui 
Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama 
lain yang sejenis pada Satuan PAUD, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal. 

31. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 127 

(1) Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain 
yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat 
dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi 
perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan 
pada satuan pendidikan anak usia dini,- pendiclika.n 
dasar dan pendidikan nonformal. 

(2) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain 
yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan 
dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan 
penyelenggaraan pendidikan pada Satuan PAUD, pendidikan 
dasar dan pendidikan nonformal. 

(3) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain 
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
Satuan PAUD, pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak 
mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan. 

(4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan 
pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang 
sejenis. 

(5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih 
kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan. 

(7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib 
mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun, 
pada tanggal 31 Januari 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun, 
pada tanggal 31 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 
NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 01, 05/2022 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BAMBA G WA44USUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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